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GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 

 

1. Dasar Hukum Pemeriksaan 

a. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara; dan 
d. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

 
2. Standar Pemeriksaan 

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan 
Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.  

3. Tujuan Pemeriksaan 

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran 
LKPP Tahun 2021 yang didasarkan pada kriteria: 

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 
b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure); 
c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). 

4. Entitas yang Diperiksa 

Pemeriksaan BPK dilakukan atas LKPP Tahun 2021 yang meliputi 87 LKKL dan satu 
LKBUN. Satu laporan keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh DPR 
RI, yaitu Laporan Keuangan BPK Tahun 2021. 

5. Lingkup Pemeriksaan 

Lingkup pemeriksaan adalah LKPP Tahun 2021 yang terdiri dari: 

a. Neraca tanggal 31 Desember 2021; 
b. Laporan Realisasi APBN; 
c. Laporan Operasional (LO); 
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); 
f. Laporan Arus Kas (LAK); dan 
g. Catatan atas Laporan Keuangan.  

Pengujian atas Laporan Keuangan tersebut diatas meliputi: 

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2021; 
b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi APBN, LO, 

LPE, LPSAL dan LAK untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 
2021; 

c. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan 
Keuangan; 

d. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPP; 
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e. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk 
pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan 
pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan 

f. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan 
keuangan negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Selain itu dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2021 juga dilakukan pemantauan tindak 
lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai 
ditindaklanjuti oleh pemerintah.  

 
6. Metodologi Pemeriksaan 

Metodologi pemeriksaan LKPP merupakan satu kesatuan metodologi pemeriksaan 
LKKL, LKBUN dan konsolidasinya. Pemeriksaan LKPP, LKBUN, dan LKKL 
menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (risk-based audit) secara efektif, 
sehingga pemeriksaan fokus pada area-area berisiko yang telah diidentifikasi, termasuk 
risiko kecurangan (fraud).  

Dalam kerangka pemeriksaan berbasis risiko, pemeriksaan LKPP Tahun 2021 
memperhatikan hal-hal berikut. 

a. Hasil-hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan pemeriksaan kinerja 
yang terkait dengan transaksi dan/atau posisi keuangan Tahun 2021 menjadi bagian 
dari identifikasi hal-hal signifikan dan risiko masing-masing entitas; 

b. Analisis perkembangan tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan sebelumnya, 
khususnya temuan pemeriksaan yang signifikan dan hasil pemeriksaan yang 
mempengaruhi kewajaran LKPP/LKKL/LKBUN Tahun 2021 antara lain: 

1) Permasalahan terkait Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PC-PEN) baik di BUN maupun K/L; 

2) Permasalahan mengenai kewajiban jangka panjang atas Program Pensiun PNS, 
TNI, dan Polri;  

3) Permasalahan mengenai pengelolaan aset yang berasal dari pengelolaan 
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI);  

4) Permasalahan mengenai kelemahan pengendalian atas pencatatan aset 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS); 

5) Permasalahan mengenai kelemahan pengendalian dalam penatausahaan Utang 
dan Piutang Perpajakan pada Ditjen Pajak.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk pemanfaatan Big Data Analytics 
(BDA) secara optimal; 

d. Analisis kebijakan-kebijakan signifikan tahun 2021, diantaranya yaitu: 

1) Nota Keuangan APBN Tahun 2021 dan 2022 beserta rincian APBN dalam 
rangka mengidentifikasikan kebijakan dan asumsi ekonomi makro serta hal-hal 
signifikan dan risiko masing-masing entitas;  

2) Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yang diundangkan melalui Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi dasar bagi Pemerintah mengambil 
kebijakan dan langkah-langkah luar biasa untuk menangani dampak pandemi 
COVID-19; 
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3) Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta percepatan pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID-
19 sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020; 

4) Program PC-PEN Tahun 2021; 
5) Pembentukan beberapa lembaga negara di Tahun 2021 antara lain Bank Tanah, 

dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta likuidasi Badan 
Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura (BPWS) ; 

6) Pengaruh hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap realisasi anggaran belanja dan 
pembiayaan; 

7) Pemberlakuan PSAP 10 - Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan 
Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang 
Dihentikan dan PSAP 15 - Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan. 

e. Hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang relevan 
dengan pelaporan keuangan Tahun 2021; dan 

f. Kecurangan yang pernah terjadi baik yang sedang diproses atau sudah diputuskan 
Tim Penyelesaian Kerugiaan Negara (TPKN) maupun yang sedang dalam proses 
hukum atau telah memiliki putusan hukum. 

7. Sasaran Pemeriksaan 

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-akun 
yang ada di Neraca dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi APBN, Laporan 
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, 
dan kecukupan CaLK, serta SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan, termasuk tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya.  

Selain melakukan pemeriksaan atas komponen LKPP tersebut, dalam Pemeriksaan 
LKPP Tahun 2021 juga dilakukan reviu pelaksanaan transparansi fiskal atas pemenuhan 
kriteria transparansi fiskal Pemerintah Pusat Tahun 2021. 

8. Jangka Waktu Pemeriksaan 

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK Nomor 4/ST/I/01/2022 
tanggal 7 Januari 2021 dimulai 10 Januari s.d. 31 Mei 2022.

9. Batasan Pemeriksaan 

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab 
Pemerintah. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi 
dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja 
maupun tidak disengaja oleh Pemerintah. 

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan 
keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang 
berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk 
menemukan kesalahan atau penyimpangan. Namun demikian, jika dari hasil 
pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan. 

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya 
perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak 
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memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan 
hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang 
berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan 
keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan 
melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama 
pemeriksaan. 

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan 
yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan 
bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi. 

10. Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN 

Hasil pemeriksaan atas 87 LKKL (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor Akuntan 
Publik) dan 1 LKBUN, menunjukkan terdapat 83 LKKL dan 1 LKBUN mendapatkan 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan 4 LKKL mendapatkan opini Wajar 
Dengan Pengecualian (WDP).  

Rincian hasil pemeriksaan BPK atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 s.d. 2021 dapat 
dilihat pada Lampiran 1. 

 
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 
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Lampiran 1 

 

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN  

No. BA Kementerian/Lembaga 
Opini BPK atas LKKL 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat WTP WTP WTP WTP WTP 

2. 002 Dewan Perwakilan Rakyat WTP WTP WTP WTP WTP 

3. 004 Badan Pemeriksa Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP 

4. 005 Mahkamah Agung WTP WTP WTP WTP WTP 

5. 006 Kejaksaan RI WTP WTP WTP WTP WTP 

6. 007 Sekretariat Negara WTP WTP WTP WTP WTP 

7. 010 Kementerian Dalam Negeri WTP WTP WTP WTP WTP 

8. 011 Kementerian Luar Negeri WTP WTP WTP WTP WTP 

9. 012 Kementerian Pertahanan WDP WTP WTP WTP WTP 

10. 013 Kementerian Hukum dan HAM WTP WTP WTP WTP WTP 

11. 015 Kementerian Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP 

12. 018 Kementerian Pertanian WTP WTP WTP WTP WTP 

13. 019 Kementerian Perindustrian WTP WTP WTP WTP WTP 

14. 020 Kementerian ESDM WTP WTP WTP WTP WTP 

15. 022 Kementerian Perhubungan WTP WTP WTP WTP WTP 

16. 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan WTP WTP WTP WTP WTP 

17. 024 Kementerian Kesehatan WTP WTP WTP WTP WTP 

18. 025 Kementerian Agama WTP WTP WTP WTP WTP 

19. 026 Kementerian Ketenagakerjaan WTP WTP WTP WTP WDP 

20. 027 Kementerian Sosial WTP WTP WTP WDP WTP 

21. 029 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan WTP WTP WTP WTP WTP 

22. 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan TMP WTP WTP WDP WTP 

23. 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat WTP WDP WTP WTP WTP 

24. 034 
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan 

Keamanan 
WTP WTP WTP WTP WTP 

25. 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian WTP WTP WTP WTP WTP 

26. 036 
Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan 
WTP WTP WTP WTP WTP 

27. 040 Kementerian Pariwisata WTP WTP WTP WTP WTP 

28. 041 Kementerian BUMN WTP WTP WTP WTP WTP 

29. 042 Badan Riset dan Inovasi Nasional 5) WTP WTP WTP WTP WDP 

30. 044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah WTP WTP WTP WTP WTP 

31. 047 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

WTP WTP WTP WTP WTP 

32. 048 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi 

WTP WTP WTP WTP WTP 

33. 050 Badan Intelijen Negara WTP WTP WTP WTP WTP 

34. 051 Badan Siber dan Sandi Negara WTP WTP 2) WDP WTP WTP 

35. 052 Dewan Ketahanan Nasional WTP WTP WTP WTP WTP 

36. 054 Badan Pusat Statistik WTP WTP WTP WTP WTP 

37. 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
WTP WTP WTP WTP WTP 
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No. BA Kementerian/Lembaga 
Opini BPK atas LKKL 

2017 2018 2019 2020 2021 

38. 056 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional 
WTP WTP WTP WTP WTP 

39. 057 Perpustakaan Nasional RI WTP WTP WTP WTP WTP 

40. 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika WTP WTP WTP WTP WTP 

41. 060 Kepolisian Negara RI WTP WTP WTP WTP WTP 

42. 063 Badan Pengawasan Obat dan Makanan WTP WTP WTP WTP WTP 

43. 064 Lembaga Ketahanan Nasional WTP WTP WTP WTP WTP 

44. 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal WTP WTP WTP WTP WTP 

45. 066 Badan Narkotika Nasional WTP WTP WTP WTP WTP 

46. 067 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi 
WTP WTP WTP WTP WTP 

47. 068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  WTP WTP WTP WTP WTP 

48. 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia WDP WTP WTP WTP WTP 

49. 075 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika WTP WTP WTP WTP WTP 

50. 076 Komisi Pemilihan Umum WTP WDP WDP WTP WTP 

51. 077 Mahkamah Konstitusi WTP WTP WTP WTP WTP 

52. 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP 

53. 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia WTP WTP WTP WTP WDP 

54. 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional WTP WTP WTP WTP WTP 

55. 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi WTP WTP WTP WTP WTP 

56. 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional WTP WTP WTP WTP WTP 

57. 083 
Badan Informasi Geopasial (sebelumnya: Badan 

Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) 
WTP WTP WTP WTP WTP 

58. 084 Badan Standarisasi Nasional WTP WTP WTP WTP WTP 

59. 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir WDP WTP WTP WTP WTP 

60. 086 Lembaga Administrasi Negara WTP WTP WTP WTP WTP 

61. 087 Arsip Nasional Republik Indonesia WTP WTP WTP WTP WTP 

62. 088 Badan Kepegawaian Negara WTP WTP WTP WTP WTP 

63. 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan WTP WTP WTP WTP WTP 

64. 090 Kementerian Perdagangan WTP WTP WTP WTP WDP 

65. 092 Kementerian Pemuda dan Olahraga WDP WDP WTP WTP WTP 

66. 093 Komisi Pemberantasan Korupsi WTP WDP WTP WTP WTP 

67. 095 Dewan Perwakilan Daerah WTP WTP WTP WTP WTP 

68. 100 Komisi Yudisial WTP WTP WTP WTP WTP 

69. 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana WTP WTP WTP WTP WTP

70. 104 
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia  
WTP WTP WTP WTP WTP 

71. 105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo WTP 1) 1) 1) 1) 

72. 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah WTP WTP WTP WTP WTP 

73. 107 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan WTP WTP 2) WTP WTP WTP 

74. 108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha WTP WTP WTP WTP WTP 

75. 109 Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah 

Suramadu 
WTP WTP WTP WTP WTP 

76. 110 Ombudsman RI WTP WTP WTP WTP WTP 
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No. BA Kementerian/Lembaga 
Opini BPK atas LKKL 

2017 2018 2019 2020 2021 

77. 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan WTP WTP WTP WTP WTP 

78. 112 
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam 
WTP WTP WTP WTP WTP 

79. 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme WTP WTP WTP WTP WTP 

80. 114 Sekretariat Kabinet WTP WTP WTP WTP WTP 

81. 115 Badan Pengawas Pemilihan Umum WTP WTP WTP WTP WTP 

82. 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia WDP WTP WTP WTP WTP 

83. 117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia WDP WTP WTP WTP WTP 

84. 118 
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Sabang 
WTP WTP WTP WTP WTP 

85. 119 Badan Keamanan Laut TMP TMP TMP WTP WTP 

86. 120 Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman WTP WTP WTP WTP WTP 

87. 121 Badan Ekonomi Kreatif WTP WTP WTP 4) 4) 

88. 122 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 3) 3) WTP WTP WTP 

89. 123 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 5) 5) 5) 5) WTP 

90. 999 Bendahara Umum Negara WTP WTP WTP WTP WTP 

 
 
Keterangan: 
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian 
WDP : Wajar Dengan Pengecualian  
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat 
 

1) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2018 

2) 

3) 

4) 

: Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019 

: Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019 

: Kementerian/Lembaga di likuidasi di Tahun 2020 

5) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2021 
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